
: L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Repul>1ik Indonesia TahU.D1945:
2, Undang-UndangNomor 23 Tahun 201 ~ rentang

Pernerintahan Daerah (Leinbaran Negara .. Republik

Indonesia 1'.ahun 2014' 'Nornor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah beberapa kal1 diu bah terakhir
derigan U,ndang-Vndang Nomor 6 TahUD 2'023 tentang

Penetapan, Penaturan P..rnerintah Pen&.~ar.ltiUndang­
Uncla.n!',.Nomor 2 Tabun 2022 Tentang 'Cipta KeIja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negru-a Republik
Indonesia TaJl.uJ1 2023 Nomor 41, Tarnbahan

Lembaran Newa Republik Indonesia tlJomo,'6li56);
3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Huburrgan Keuangan Anrara Pemerintah Pusat Dan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Musi Banyuasin;

pcrlu menetapkan
Cara Pemungutan
Usaha: Daerah Pada

Daerah dan l~et.ribusl Daerah,
Peraturan Bupati tentang Tata
Ret.rft)l,l~iPenjualan Hasil Produksi

'bahw,a untuk melaksanakan kefentuan PasaJ ]29 ayat (3)
Reraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak

BUPATJ MUS] BANYUASIN.

DENGAN RAHMATTUHAN YANC MAHA ~;S,I\

TATA CARtI I'EMUNOUTAN RJ';TRTBUSr

P8NJU,..LAN HASIL I',RODUKSI USARA DAERAH

PAl)A D]N."S LlNGKUNGM4 HIDUP
KABUPAT8N MUS] B.'INYUASIN

P.ER."\TtJRANBUPA1'] MUS] BANYUAS1N

r:jOMOR II T~ 202!j

TENTANG

BUPATI MUS] BANYUASIN

Mengingat



MEMUTUSKAN:
; PEMTURAN BUPATI TENTAIlfO TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIOUSI PENJUALAN I1ASIL PRODUKSI

.uSAHA D,AERi\R PADA DLNAS LI1'jGKUNGAN RIDUP

I«\BUPATEN MUS! I3ANYUASIN,

,

Republi.k Indonesia Nornor 7029),
5, Peraturan Pemerintah Nomor l;i 'farmll' ':2019ternang

Pengelolaan, Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Nega,'akepubtik Indonesia Nomor 6(1221;

6, Peraturan Pcmeriotah !'I'offior35 TahUll 2023 ten tang
Ketentuan Urnurn Pajak Daerah. dan Retribusi Daerah
[Lernbaran Negl)ra Republik Indonesia Tahun 2023
NOlllot 85" Tambahan Lemharan Negara Republik

Indonesla 'Nomor 68811;
7. Peraturan .Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuianan

Rl Nomor 1",23jMENLR.KjSe<rJEIIf/K!1M,l/10/2020
tentang Laeoratonum Llngknngan (Bedta Negara

Republik lndonesia. Tahun 2020 Nomor 12791:
13. Peraniran Daerah Nomor 8 rahun 2'0;23ten rang Pajak

Daerah dan Hetribusi Daerah Kahupaten Mus],

Banyuasin [Lcmbaran Daerah Kabupatcu Musi

R.nyu"sin Tahun 2023 Nomor B. Tarnbahan Lernbaran
Daerah KabupateJl Mus; l3anyuasl.l1Nomor 19):

9, Pcraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pernbentukan Unit Pelaksana Teknis t.abomtoriurn
Lingk'unga:n pada Oinas l.ingkurrgan Hidnp Kabuparen

Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2018 Nomor.B];

Pemerintahan Daerah (Lemb!lJ'= Negara. Ri;.I~ubllk
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran
Negara RepublikJndonesia Nemor (757);

4. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tenrang

Kabupaten MU,si Banyuasin eli Provinsi sumaiera
selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 278, 'rambahan Lembaran Negara
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Lmgkungan. 1~ao& selanjumya dlslngkat, UPTO
Laboratorium Llngk:ungan adalah Unit Pclaksana
'l'eknis yang melaksanakan kegiatan teknis
Laboratorium Lingkungan pads i)l.H ~bu'p"tiin Musi

Banyuasin.
7. Kopala UPTD Laboratoriurn Lingkungan adalah KepaJa

.Unit PeJak.sa:na Te.knis lsaboratorium Lingkungan pada
1)1.,1'1Kabupaten Mus! aanyullsin.

S, Pejabat/ Petugas adalah P~gawiti Yi/Jlg 'diberi tugas
tertentu di bidang rctribusi scsuai dengan .ketenruan
Peraturan Perundarrg-undangen yang berlaku.

9, P.e.ndapatanAsli.Daerah yang selanjutnya dlsingkat
PAD'aqala.h pendapatan Daerah. yang diperoleh dari
pajak daerah, haail pe<;>geloiaiLnkekayaari daerahyang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.sesual dengan peraturan pecundang-undangan.

10. Retrihusl .Jasa Usaha Penjualan. Hasil Produksi, Usaha

Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup KiJ.l:iupaten
yan'g selanjutnya disebut Rambusi Jasa Usaha
Penjualan.Hasil Produksi usana Oaerah.

] 1. Retiibusi Jasa usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha
Daerah adalah ~'eriy.ediaan/pelayanan Pangamoilan

Dinas 4"l15oratP.l'ium

Pasall
Dalarn Peraturan Bltp.ati i'n{yangdimaksud dengan:
1 kabupaten adalah Kebupaten Musi Banyuasin;
2. Pemeriritah Kabupaten adalab Bupatt dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pcmerlntah

Oaetah.
3. Bupati adalah,llupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Lingkungan J-lictltPyang selanjutnya disingkat

DLH adalahDinas l.ingkungan HidupKabupaten Musi

Banyoasin.
5. Kopala DI...H adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabuparen Musi Banyuasin,
6. Unit Pelakeaoa 1'eknis

BAB]
KE1'ENTUA~ lJMUM
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Pemerintah Kabupateri rnelalui pengambilau Contoh
langsung-dari sumbernya,

18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghlmpun darr mengorab data; keterangan

'dan/atau bukLi yangdilaksanakan secara.obyektlf dan
profesional berdasarkan :suatu standar Pemeriksaan

untuk 'rnenguji kepatuhan pemenuhan Jcewajiban
Retribu si dan/ atau untuk 'tujuan lain dalam r'.a:n~ka

dan'! ataudibaogun

pe-nnu"~an. air tartah, biologi, kualifas udara 'ambien
dan emist dengan instaJasi laboratoriurn yang

dtkelolaydlkoordtnas! oleh

Contch Uji ClanAnalisa Parameter Llngkungan dalam,

rangka mengukur Parameter Kualitas Lingkungan

hasil sarnping produksi untuk kepentinJ!'iD orang
pribadi atau badan,

12. Subyek Retn'bil!ii.dasa Usaha adalah Orang .Pribadi.
atau Badan j'arig menggU)1akaD/menikmaLi pelayanan
Jasa Usaha,

1'3..Wajib Retribusi Jasa tJsaha adalah <i)J'ilJJg pribadiatau

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk rnelakukan llembaSCaranRetribusi
atas pelayanan Jasa Us-aha.

14. .Jasa usaha adatah jasa yang- dlsediakan _;ltau

diberikan, ol.eh Pemerintah Kabupaten yang dapat
ber.sifat rnencari keuntungan karena pada dasarnya

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

15. Peojualan' Hasil Produksi Usana- D.aerah .adalah

peniualan hasf produksi .usaha daerah. oleh
Pemerintah Kabupaten.

16. Produksi Usaha Daerah adalah Produk Daerah berupa

Hasll Usaha Pengambilan Contoh Uji clan Analisa

Parameter Lingkungan, yang' selanjiunya dapar
(Lir;_ebutrernbusi ad."""h retribu si sebagai pembayaran

atas peJ~yarlao I>engarnbilanContoh I.Jji·.danAnalisa
Parameter Lingkungan,

1'7.Analisa Parameter Lingkungan adalah scmua yang

termasuk kegiatan untuk menganalisis Iimbah cair, air

-4-



lib b R' -b I • .....waji, rnern ayar ern.usi atas -Pe:.I!ggllnaan jasa
pelayanan Pengambilan Contoh Uji danZatau Analisa

l'asal3
(r) $1JI:\jekRctrib\lsi Jas,a Usaha Penjnalan I-Iasii 'f>I'Qdtlksi

Usaha Daerah, adalah orangpribadi atau badan yang

menggunakan jielayanan Pengarnbilan Contoh Uji
danJatau Analisa Parameter Lingkungan.

(2,)W...jib Rctribusi.adalah orang pdll,adi atau badan yang

Pasal2'

Objck Retrfbusi Jas.a Usaha Penjualarr Hasll P,rodu""i
Usaha Daerah meiiputi pelayanan Pengambitan COLHohUji

'dan Analisa Parameter Lingkungan dalam .rangka
rnengukur Parameter K'ua,JitasL{rig~~nfWll hasil samping
produksi.

131)13II
OBJeJ~ DAN SUSJEK,RE'!'R1BUSJ

Daerah, pernbayaran atau penyetoran .retribusi. yang
relah dilakukan dengan oara lain ke Kas Daerah

melaJuJ ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati,

21. Surat Ketetapan Retribusi Daecah,Lebib Bayar yang
selanjutnya dising~at Sl\ROLB adalah sprat keretapan
Retribuai _yang menenrukan jumlah kelebiharr
pernbayanan Retribusi karena jumlah kredit Retribusi'

J.eb,in besar dan Retribusi yang terutang aiau.
sehal'u'>"Y<l tidak terutang,

22. Kas Umum tiaerah adalah Ras' Umum Daerah

rnelaksanakan kerentuan peratu ran penl:n~ang­
undangan Rembusi Daerah,

19, Sural Ketetapan Retrihu.i Daerah yang selanjutnva
disingkat SKRD..ad.alah surat ketetapan retnbusi yang
menentukan besarnya jumlah P9kok retJibusi yan'!,!

terutang.
20, Sural Setoran Flembusi Daerah 'yang selanjutnya

disinzkat SSRD"adalah bukti Surat SelOra" Rerribusi-

-s-



P.asal7
(1) Penda.ft.aranSubjek Retribusi dilaksanakau oleb .setiap

oiaI.ig/tnstan.si!J!jadan dengan niengejukarr sural
perrnohonan kepada Bupati c.q Kopala UPTG
Laboratorium Lingkungan,

(?) Pe"d~Jraran Subjel< R~.trlbus·1sebagaimana dimaksud

'p",~laayat(I) pada uno Laboratoriurn Lingkllngan,

(3) Bcrdasarkan Permohonan sebagaimana (timakSl!U

BABV
TATA CAM Pr;:,MUN.GUTAN D.A:NPElvfBAYARAN

. R&T'Rffiusr
Bagilln Kesatu

Tata' Cara Pendaftaran

Pasal6
.Subjek Retribu.~i memhuar perrnobonarr pelayanan
Pengambilau Contoh Uji dall/a.tau Analisa Parameter

Lingkungan di UPTOLaborarorium Lingkungan.

BA!'! TV
TEMPA'!' PELAYANAN RETRIBUSI

PasaJ5
(II UP1'D t.abpra.torji.l!ll Lingkuugan adalah Instansi

Pengelola penggunaan jasa pelayanan Pengambilan
Contob Ujidan Anausa Parameter Lingkungan,

{2) Kepala UnD Laboratorium Lingkungan diberikan

mandat ol!:h Bupati untuk melaksanakan pemungutan

Retribusl.

BABIIl
INSTANSJ PE6AKSANA PE·MUNGU'l'AN RJ;:TRlBUSI

bahan yang dilakukan dengan rnenggunakan rnetode

rerrentu sehingga bagian bahan at.au yang dlambil bersifat

mcwaklt] keselu ru han bahan,

Pa.al4
P~ga:m pill"; Contoh Uji sebgaimana dtsebutkarr pada:
Pasal 2 adalan Pengarnbilan sejurnlah arau scbagian

. -

Parameter Lingkungan.. .
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menggunakau SKRD lila'll dokurnen lain yang
dipersamakan, ,baik berbentuk dokumcn tercetak.
rnaupun dokumen elektronik;

(2) Berrtuk dan format SRRD sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan nagian tidRk lerpi'SIIhknn clad Perntu ran

Bupati ini,

dengandilaksanakanretribusi(1) Pemungutan
Pasal 11

Bagian Ketiga
'i'ata CaraPem~l'~rarl

Pasal 1,0
'Ma's,,- Retrihusi adalah perkali pelayanan: -atau

pertransaksi.

Pas"-19
Besarnya Tarif Retnbusi sesuai yang tercantum dalam.
Peraturan Daerah rentang. Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,

Pas,al8
(11Retribusi yang terutang 'dinirung berdasarkan

perkalian antara tingk~t penggunaanjasa dengan tarif
Retribuai.

(:2) Tarif"Retribusi digolongkan 'berdasarkan jurnlah bad
Pengambllan Contoh l)ji"jumJah Contab Uji dan jenis
Parameter yang diuji,

8agian Kedua
Tata cara Perietaj>an,Besarnya Tarif dan Masa Retribusi

pada ayat (1) dft.etapkallcRetrtbusl dengan menerbltkan
SKRD atau dokumen lain Y8Jlg'elipersamalGul,

(4) SKRD barus diisi dengan [etas. benar dan lengkap

serta ditandntangaru olen ",,'ajib Retribusi .atau
kuasanya,

-7-



pembayafan Zpenerimaan dan penyetoran

kegiatan

dlsiapkan
pencatatan Imembukukanuntuk

Pasa113
(11 B_endahara penerima dan petugas yang terkait dcngan

pemungutan I~etribusi wajib menyelenggarakan
peucatatan/ pembukuan '1SI'1uruh rangkaian ke'giatan

pernungutan.
(2) Bendahara penerima dan petugas yang terkalt dengan

pemu n'g."tall Rel:dbus,i wajib mengarsipkan dan
mengamankan seluruh dokumen yan~ digunakan
sebagai dasar pencatatan/ pembukuan.

(3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerirna

BAB VI
PERTM!lGGUNGJAWA)3AN DAN P8LAP013AN

Bagian Kesatu
Perrauggungjawaban

Pasal 12
(l) Pembayaran Retribusi terutang dllakuk'an pada saat

pelayanan Pengambilan Contoh UJ; danj'atau Analisa
Parameter Lingkungan dilaksanakan arai paling
larnbat. 3\) (tiga puluh) ban kerja sejak SI(RD

\ilteroitkan
(:1,1Pembavaran Retribusi oleh Wajib Retribusi ke

Rekefling Kas Dmum Daerah Kabupaten pada Sank

yang ditunjuk "lob Pemerfnteh liabupalen atau
melalui pemungui./bendahara penerima rerrtbusi.

" . ..
(3) Pernbayaran Retribusi dilakukan dengan

rnenggunakan formulir SSRD',

(4) I3l'ntu.1<dan format SsRD., tercaruum dalam l..ampiraJi

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad

Peraturan Bupati Ini.

(5) .Setiap Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran,
harus rnemberikan bukti serer pernbayaran ke

'petl-lgns/bendabara penerima eli lJPTD.'Laboratorium
t.ingkungan.

Bagian Keetnpat
ram Cara Pernbayaran.

-8-



Pasal 1.5
(I) Wa,iib I~erdbusi dapat mengajukan permohonan

pengurangnn dan pembebasen Relribusi dengan

BAO VII
TATA C,\RA PEMBERIAN P£o:NOURANGAN.DAN

PEMBEBASAN RETRI13USI

Pasa! 14
(1) Bendaham pcnerima wajib membuat dan

menyarnpaikan laporan reallsas] penerimaan dan
penyetornn bulanan, baik secara artmtnistrasi maupun

secaru Iungslonat paling lamont tanggal 10 [sepuluh]

bulan bcrtkutnya.

(2) Seesra fuugsional laporan pertanggungjawaba n

drsamparkan kcpada Pejab.~l Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umurn Daerah unruk

diverillkas].
(3) Secara adminlstrasi laporan pertanggungjawaban

dlsampaikao kepada Perangkat Daerah yang
membldl11'gl'pcngelolaen paiak clan Rerribusi selaku
koordinntor pcmungutan pencrirnaan daerab untuk
dievaluas],

(4) Laporan secara Iungsional dilengkapi bukti
penerimaan dan penyeioran ~rta slip Buku Kas
Umum. sodangkan laporan IJCCarn administraal
dilcngkapi dengan daftar persediaan barang cetakan

berharga berupa SKRD.
(5) Laporan secara fungsional dtslapken oleh Pcrangkat

Oae,,"!, PCJllUngut sesuai denga n bentukJ Iormar
senagAimanll diatur daJam peraturnn perundang­

undangan.

Bagian Kedua
Pelapomn

dan diadakaJ'l oleh Perangkat Oap-rabPemungut sesual

dcngan formal/bentuk sebagarmana diatur dalam
peraturan perundang-undangan,

-9-



-Rctribusikelebihan -pcmbayaiau(",) p 1 •. ",.­v engcm aauan,

..
(3) Apablla jangka waktu sebagalrnana dimaksud pada

ayat (21 telah dilampaui dan Bupati melalul Kepala

,DL,H tidak mernberikan kCPJltusan, permohorian
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabullean dan Si<$.OLB .harus diterbitkan dalarn
ja,ngl<'awaktu palirlg lama 1 tiiiatu) bulan.

(4) A-pabililWaji_lJ Rctribusi .mempunyai hutang Retribusl

lairmya, kelebihan pembayaran Retribusi 'sebagaimana
dlmaksud pada -ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retrfbusi
lainnya,

sebagairnana dimaksud pada 3,val (1), harus
rnemberikan keputusan .

Pas,al16
(l) Atas kelebihan pe.moayaJ'an'Retribusi, Wajib Retribusi

dapat merrgajukan .permobonan pengembalian I<:.epada
Bupati c.q Kepala DLH,

f21 Bupati melalui "epaln DLH dalam. jangka waktu tl
(enam] bulan sejak :dlterimanya perrnohonan
pengembalian kelcbihan pernbayaran Retribu'si
.' '

BAB VHf
TATA GARA PENGl!:MBALlIlN K!,;LEBIHAN RETRfSUSl

ruasatj.yang jelas.

(2) Permohonan pengurangan nan pembebasan Retribusi
sebagalmana dirnaksud pactac,yat (,II diajukan kepada

Bupati pating larnbat 15 (lima belas] hari serelah

diterbitkan, SKRD:
(3) Pengurangan dan pembebasan Retribusi diberikan

dengan melihar kernarnpuan We,jib Retribust.
(41 Pcngurangan -dan pembebasan sebagaimana dimaksud

dalam ayllt (I), dapar dilakukan (la)am h!U terdapar

permononan clad Wajih' :RNtibliSi mengenai
pengu rarrgan dan pernbebasan Retribusi terurang

sebagaimana tercanrum dalam SKRO.
(5) Pengurangan dim pernbebasan ,Reld))usi ditevipk,<lil

dengan Kel'-litusan Bupatl.

·IQ·



BERITA .DllliKi\H 1{,\$uJ>A1'J::N MUSI IjANVlfAS1.1>j'I~A,HUN292S.NQMuR "

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal l' 1\10.; 2025
S 8'KR'ET RlS DAERAJ,J

KA au TIi:N r"rusl Bl,NYUASrN,

H.M. TOHA
.
PIL

1'IL

'Sc

Oitetapkan di $ekayu

pada ranggal t l"Ael. 20.25
LlUPATI MUS BANYUASrn,

1:tA.RJU~

4
•

krctaris f)aCI:AA

.Aststeu [)c~k_onolTlian dan
~bangunan

KepqJa Dinas Lingkungan Hldup, J!J?

BupatiPeraturan
Agar setiap
pengundan~al1
penempatannya
Banyuasin,

memerimahkan
int dengan

orang mengetabulnya,

BABIX

KETENTUA'N PENUTUP

Pas.-1.1 17

PeI'lltu rail Bupati inl mulal berlaku pad" tanggal,

dillr,dapgi<ao.

:sebagbjruiina climaRsUi:) ~ada aya.t (3) (lilakukan, d.wun

jan~a waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDI..El.
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TATA CARl.
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Pcmbangunan
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